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Mengingat

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA METRO TAHUN 2021- 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan (ujuan pembangunan dacrah
sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 {entang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, diamanatkan bahwa
Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah — Daerah
ditctapkan dengan Perailuran Daecral;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah
Daerah Kota Mctro Tahun 202 1- 2026,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahunl1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati Il Way Kanan, Kabupaten Dati
1T Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 486,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teniang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemcrintahan Naecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomaor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725} sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
657 3);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomoer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53059);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomwor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Derkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,
Tambahan Lembaran MNegara Republik I[ndonesia Nomor
5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494];
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Dacrah (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573},

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tala Ruang Wilavah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana tclah diubah dengan Peraluran Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187. Tamhahan Lemhbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeoer 6041});

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Sirategis
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 lentang
Sinkronisasi  Proscs Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 33});
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Perzturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pcmbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daecrah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Mecnengah Daerah dan Rencana kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunarn
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);

Peraturan Dacrah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RERJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6};

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Tahun 2009-2029 [(Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran TDaerah
Provinsi Lampung Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran
Dacrah PProvinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang RPEJMD  Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomaor 13);
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Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 teniang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mctro Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daecrah Kota Metro Nomeor 1j;

Peraturan Dacrah Kota Metro Naomor 14 Tahun
2016 lentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJTD) Kota Metro Tahun 2005-2026
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lermnbaran Daerah Kota Metro Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Daerah
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun
2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor @ Tahun 2019 {Lembaran Daerah
Kota Metro  Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021-
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

s
2,

[raerah adalah Kota Metro.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemeriniahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Walikola adalah Walikota Metro.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 20 {dua puluh) tahun.

Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah  yang
selanjutnyva disingkat RPJMD adalah dokumen pecrencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Peranghkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkatl Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sclanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu] tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
1 [satu) tahun.

Visl adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaari.

Misi adalah rumusan umum mengenai updaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi  adalah  langkah berisikan program-program schagal prioritas
pembangunan Daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah /Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara beriahap sebagail
penjabaran strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah
Dacrah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkal Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
ungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Dacrah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD.

Kinerja adalah cApalan keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan/program/sasaran schubungan dengan penggunaan sumber daya
pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah yvang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota
ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Kajian Lingkungan Ilidup Strategis yang sclanjutnya disingkat dengan KLITS
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan /atau program.

Pembangunan berkelanjutan adalah upava sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup scrta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini
dan generasl masa deparn.

BAB I
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Walikota
dan Wakil Walikota.
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(2) RPJMD bherkedudukan dan  sekaligus perfungsi sebagai  dokumen
perencanaan Dacrah untuk jangka wakiu 5 (lima) tahun,

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri dari :

BAB [ : Pendahuluan

BADB 11 - (ambaran Umum Kondisi Daerah

BAB I - Gambaran Keuangan Daerah

BAD IV - Permasalahan dan Isu Strategis

BAB V . Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIL Kemnim Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daers

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB [X : Penutup

(2] RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman hagi Perangkal Daerah dalam menyusun Rencana
Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021 — 2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
(1} Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi  lerhadap
pelaksanaan RPJMD.

{2] Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2 AguphC 2021

A 1,“~/

WALIKOTA METRO,
{

G
WAHDI
Diundangkan di Metro
pada tanggal 1% Agvshal 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
BANGKIT Y UTOMO
LEMBARAN DA KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR ..%.

KOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNCY, (07 f 1184/ MTR/2021];
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Harapannya, keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan selama
lima tahun kedepan memberikan perubahan yang signifikan terhadap output,
outcome dan impact pembangunan dengan tujuan akhir peningkatan

kesejahteraan masyarakal.

O0TA METRO,
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